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Menimbang :

o

bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi bafokraa dan penye!enggaraan tugas_f--'-i-

pemerintahan yang bersih dan berwibawa dlper!ukan Pegawal Negert Slp[E yang profeswnal e

objekfif, jujur, bertanggung jawab, adil dan’ bermtegntas dengan melakukan pembmaanf} o
sistem prestasi kerja dan penilaian prestasi kerja; =~ o o
b. bahwa dalam rangka mempermudah, menmgkatkan efi ssenSl dan efektlf tas-pei"
~ Peraturan Kepala Badan Kepegawa:an Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan f e :
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pemialan Prestasu Kerja
Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan di Llngkungan Mahkamah g -:_i.
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; e . o
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud datamhuruf a- dan b, perlu mencabut__::_
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesea Nomor 036/8EKIPERN!I2012'_]_;}'_:._:": L
tentang Sasaran Kinerja Individu. S

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran -

Negara Republik Indonesia Tahun 1674 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republk =~
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah ~ diubah dengan Undang- Undang Nomor43 -

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1009 Nomor 189 Tambahan‘ﬁ‘f S b
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); - SRR R s

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Nomor 73 dan Tambahan”_ ool
Lembaran Negara Nomor 3316) tentang’ Mahkamah Agung sebaganmana telah dlubah dan

ditambah dengan Undang-Undang - Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 9

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3’ Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomorf}‘.f{_ Gl
4958); e
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradllan Umum (Lembaran Negaraff:'_'__tf.-f_:.-'."_" :
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik -~ = |
Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang' Nomor 49 - sl
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34 Tambahan" Lo
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58); = e
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petadilan Tata Usaha Negara (Lembaran el
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik |

Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomore =~ |

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 35, Tambahan“ Lo
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), sebagaimana’telah diubah’ dengan*ﬁ; ce
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik: indonesra Tahun 2009,'_ _
Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesza Nomor 5079) bl
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara-'_ TR
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan' Lembarari: ‘Negara- Repubhk:.:'-?:--
indonesia Nomor 3400) sebagaimana telsh: dmbah dengan Undang Undang Nomor3 = =
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor- 22, Tambahan e
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior - 4611) Undang~Undang Nomor 50 Tahun'_--._f
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran PSR
Negara Republik indonesia Nomor 5078); ST
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang: Pembentukan” Peraturan Perundang e
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan:_'_ Sy
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); e : S
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penllatan Peiaksanaan Peker;aan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik - Indonesm Tahun 1979 Nomor 17
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134); - ' R o
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 fteritang Pe!aporan Keuangan dan Kmer;a‘.j-
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia-: Tahun 2006 Nomor 25 BT
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); S SRR
Peraturan Pemerinteh Nomor 60 Tahun 2008 tentang" Slstem Pengendahan Intem"f_'{'_:'-*? e
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan’ meae
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890) B S
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun - 2010" tentang Dss:plln Pegawa| Negen

lm!
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara’jf‘f S
Republik Indonesia Nomor 5135); o -
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penllalan PrestaS| Kerja Pegawa:'r:gt-’
Negeri Sipil; e
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2‘3 Tahun 2004 tentang Pengahhan e =
Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradcian Tata e
Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI; : e
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor =56 Tahun 2004 tentang Pengalzhan"“-’"i‘
Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan’ dalam Imgkungan Perad;lan Mlllter dan G
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah AgungRI; = SR
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretartat Mahkamah Agung Repub!sk:'? el
Indonesia; sl
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepamteraan Mahkamah Agung”--'_:f
Republik Indonesia;
Keputusan Kefua Mahkamah Agung Repub!ak indonesea Nomor 071IKMAISKIV12008_'{'{}; =
tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam' Pe!aksanaan Pemberlan Tun;angan}_:';:
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan F’eradnanf;y_
Yang Berada Dibawahnya;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik: Indones:a Nomor 035/SK/IX12008 tentang':-._f R
Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Noror O71/KMA/SK/V/2008 ~
tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan: Pembenan Tun;angan; Sl
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada’ Mahkamah Agung dan Badan Peradllan F
Yang Berada Dibawahnya; P e
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Repubhk Indonema Nomor OBS/SEKIPERNI/ZOQ:-:
tentang Sasaran Kinerja Individu; 0 e S
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tanggai 3 Januan 201 3 e
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; : ST




MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONES?A TENTANGZ_:-:.-;.-_
PENCABUTAN ~ PERATURAN  SEKRETARIS  MAHKAMAH - AGUNG  NOMOR -
036/SEK/IPER/VII2011 TENTANG SASARAN KINERJA INDIVIDU DAN ‘MEMBERLAKUKAN =~
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG *~
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG PENILAIAN PRESTAS! KERJA PEGAWAINEGERISIPIL =

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun- 2013 tentang Peiaksanaan"-:'i':_-:*_ --::_-;_
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negen Sipil di Emgktfhgan_- o i

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,

Pasal 2

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding agar berkoordlna31 dengan Kantor Reglonal Badan_-';f

Kepegawaian Negara setempat.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mu!al berlaku pada tanggal dltetapkan yang mulalf.i-:. :
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 maka Peraturan Sekretaris Mahkamah ‘Agung: Repubtlk !ndonesea'._:__' R
Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Sasaran Kmerja Individu, d|cabut dan d;nyatakan tldak?_5 _

beraku.

. thetapkan dz Jakarta :
' --Pada tanggal 15' November 2013




